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Tantangan Koperasi Nelayan
sebagai Penyeimbang Rezim
Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan di
Indonesia

Muhammad Helmi Falah, Fety Widianti Aptasari

A. Kondisi Ekonomi Nelayan Kecil dan Urgensi
Mendirikan Koperasi Nelayan

Potensi ekonomi dari sumber daya kelautan Indonesia dapat mencapai
US$1,3 triliun per tahun (Pebrianto, 2020). Namun, nilai tersebut
belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut tergambar
dari rendahnya kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto
(PDB) Indonesia yang hanya mencapai 2,65% pada 2019 (Badan Pusat
Statistik, 2020). Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan
potensi sumber daya kelautan Indonesia.
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Permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan tidak hanya
pada rendahnya kontribusinya terhadap PDB Indonesia, tetapi juga
pada rendahnya kesejahteraan nelayan Indonesia. Setidaknya 20%
hingga 48% nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan
(Pryanka, 2018). Dari kondisi itulah, masyarakat yang tinggal di
kawasan pesisir identik dengan masyarakat miskin (Silooy, 2017;
Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, menurut Sari et al. (2020),
masyarakat nelayan Indonesia merupakan kelompok termiskin dari
kelompok termiskin.

Berdasarkan kondisi tersebut, umumnya nelayan memiliki
pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh dan berdagang
dikarenakan rendahnya pendapatan menjadi nelayan (Nainggolan
et al., 2021). Pekerjaan sampingan yang nelayan lakukan tersebut
dilakukan pada saat musim paceklik yang mengakibatkan mereka
tidak mampu melaut. Namun, kontribusi pendapatan dari pekerjaan
sampingan tersebut pun tidak sampai setengah dari pendapatan
utamanya sebagai nelayan sehingga belum dapat menjadikan mereka
sejahtera (Pangidunan et al., 2023). Hal tersebut dikarenakan pekerjaan
sampingan nelayan merupakan pekerjaan rendah keterampilan
sehingga tingkat produktivitas ekonomi juga rendah (Arbarini et al.,
2018).

Buruknya tingkat ekonomi nelayan kecil menjadikan mereka
banyak yang memutuskan untuk bermigrasi dari pesisir ke kota
(Yuniarti, 2021). Oleh karena itu, jumlah nelayan di Indonesia terus
mengalami penurunan (Warren & Steenbergen, 2021). Jumlah nelayan
pada tahun 2012 sebanyak 4,5 juta jiwa, tetapi pada tahun 2020 jumlah
tersebut berkurang lebih dari setengahnya dan menyisakan 2,2 juta
jiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2023). Adapun
faktor-faktor yang menyebabkan buruknya tingkat ekonomi nelayan
sehingga jumlah nelayan berkurang adalah (1) pencemaran lautan
sehingga memengaruhi kuantitas ikan yang tersedia, (2) privatisasi
wilayah pesisir seperti reklamasi pantai dan industri pariwisata, (3)
makin tingginya biaya melaut dan tidak sebanding dengan modal
yang dimiliki, serta (4) krisis iklim (Pitakasari, 2011).
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Selain keempat faktor tersebut, terdapat juga faktor tambahan
yang memberatkan nelayan, yaitu kebijakan (Ermawati & Zuliyati,
2015; Fernanto et al., 2022; Fitriani et al., 2023). Salah satu dari
kebijakan terbaru yang dinilai memberatkan nelayan adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan
Terukur.

Pada dasarnya kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan
untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversitas,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan
nelayan. Kebijakan penangkapan lkan terukur diharapkan dapat
menghapus praktik kegiatan perikanan yang melanggar hukum
(illegal), tidak dilaporkan (unreported), dan tidak diatur (unregulated
fishing).

Kebijakan tersebut merupakan pergeseran pengelolaan
penangkapan ikan di laut Indonesia dari kebijakan kontrol input
menjadi kontrol output. Kebijakan kontrol output merupakan
salah satu bentuk implementasi prinsip blue recovery di laut yang
ditujukan menjaga agar tidak terjadi overfishing (Cabral et al., 2018).
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memulihkan potensi stok ikan
serta mengatasi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat nelayan
akibat dari kebijakan sebelumnya, yakni kontrol input sehingga
tercipta sumber daya kelautan berkelanjutan di Indonesia (Northrop
et al., 2020).

Kebijakan kontrol output di Indonesia diterapkan melalui
pengaturan zona penangkapan ikan dan jumlah ikan yang boleh
ditangkap berdasarkan kuota dengan sistem kontrak dalam jangka
waktu tertentu (Zaini, 2021). Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua
bagian, pertama adalah izin penangkapan ikan diberikan kepada
armada dan alat tangkap; kedua didasarkan pada kuota ikan yang
ditangkap (Zulham et al., 2022).

Dalam ranah teknis, kuota volume ikan yang diperbolehkan
untuk ditangkap di seluruh zona penangkapan ikan terukur
ditentukan berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian
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Stok Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi tersebut melingkupi kuota
dan zona penangkapan ikan untuk perusahaan perikanan, investor,
kegiatan penangkapan ikan untuk kegiatan non-komersial, hingga
nelayan kecil (Zaini, 2021).

Pada level nelayan kecil, kebijakan pengelolaan ikan yang baru
tersebut dinilai memberi efek negatif bagi nelayan berupa pertarungan
bebas antara korporasi besar dan nelayan kecil (Handayani, 2023;
Tubaka, 2022; Utami, 2022). Pertarungan bebas tersebut berpotensi
menambah permasalahan sosial-ekonomi nelayan kecil dikarenakan
ketidakmampuan meraka bersaing dengan korporasi besar.

Di tengah dukungan dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan
sumber daya kelautan yang baru tersebut, terdapat satu dampak
turunan yang pasti mengikat nelayan kecil. Dampak turunan
tersebut adalah pengorganisasian nelayan kecil. Kebijakan tersebut
mensyaratkan nelayan kecil yang menangkap ikan di perairan lebih
dari 12 mil laut membentuk aksi kolektif dengan bergabung dalam
koperasi, asosiasi, atau korporasi.

Oleh karena itu, bab ini berfokus mengulas tantangan yang
dihadapi koperasi nelayan menggunakan pendekatan metode
etnografi. Metode etnografi ini memaparkan uraian mendalam
tentang budaya sebuah komunitas yang menjadi objek penelitian
(Satori & Komariah, 2011). Penelitian etnografi mengamati dan
menganalisis budaya secara holistik, baik spiritual maupun material.
Pemilihan metode etnografi dikarenakan permasalahan nelayan
bersifat multidimensi sehingga harus dipandang secara menyeluruh
(Suryadi & Sufi, 2019).

Analisis secara holistik ini dilakukan karena budaya berkaitan
antara satu dan yang lainnya hingga membentuk perilaku individu
dan kolektif. Etnografi merupakan rancangan yang tepat untuk
mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi peluang dan tantangan
pendirian koperasi nelayan dikarenakan sifat alamiah dari pendekatan
tersebut (Denzin & Lincoln, 2000). Selain itu, etnograf diperlukan
untuk meninjau karakteristik masyarakat pesisir yang jauh berbeda
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dengan karakteristik masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun
perdesaan (Kusnadi, 2015).

B. Koperasi dan Keterbatasan Modal Nelayan

Di balik keharusan nelayan kecil untuk membentuk sebuah aksi
kolektif sebagai syarat untuk dapat menangkap ikan di perairan lebih
dari 12 mil laut, koperasi memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu
manfaat koperasi adalah menjadi media nelayan memperoleh akses
pembiayaan yang tidak memberatkan. Koperasi dapat mengatasi
permasalahan klasik nelayan kecil, yaitu kesulitan mendapatkan
pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
menanggulangi permasalahan rendahnya modal kerja nelayan,
yang salah satunya adalah pemberian modal melalui program kredit
usaha rakyat (KUR). KUR ini diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi (UMKMK) pada sektor usaha produktif yang
operasionalnya layak (feasible), tetapi tidak memenuhi kebutuhan
perbankan (Sumantika & Ardiyanto, 2018). Namun, di lapangan,
nelayan masih kesulitan mendapatkan bantuan permodalan KUR.

Bank penyalur KUR tidak dapat menerima penjaminan
kredit yang dipersyaratkan oleh nelayan. Pemberian kredit ke
sektor perikanan tangkap dipandang berisiko tinggi oleh lembaga
keuangan. Lembaga perbankan pada umumnya kurang tertarik untuk
memberikan kredit kepada nelayan karena diasumsikan nelayan tidak
akan mampu mengembalikan kredit yang diterimanya secara teratur
padahal bank membutuhkan kepastian pembayaran angsuran kredit
(Masyhuri, 2017; Valentina, 2018).

Karena ketidakmampuan nelayan kecil dalam mengakses
pembiayaan ke lembaga keuangan formal seperti bank, umumnya
nelayan kecil terjerat dalam ikatan patron-klien. Patron-klien
berkembang dalam bentuk pinjaman uang dan sejenisnya. Pinjaman
tersebut bersifat mengikat melalui pola bagi hasil pendapatan dari
penjualan ikan hasil tangkapan dengan pemilik modal (Lubis et al.,
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2012). Hubungan patron-klien tersebut menjadi akar permasalahan
kemiskinan nelayan (Pinem et al., 2019). Di beberapa tempat, patron-
klien ini dikenal dengan nama juragan, langgan, atau tengkulak.

Popkin (1979) menyatakan, pola hubungan patron-klien
merupakan tindakan monopoli dan eksploitasi karena patron
menghalangi kliennya berhubungan dengan pasar. Scott (1972)
mengatakan bahwa hubungan patron-klien ini dicirikan dengan,
1) adanya kepemilikan sumber daya ekonomi yang tidak seimbang,
2) adanya hubungan resiprositas yaitu hubungan saling memberi
dan menerima walupun dalam kadar yang tidak seimbang, dan 3)
hubungan loyalitas dikarenakan ketidakmampuan nelayan kecil
untuk memperoleh permodalan alternatif. Karena itu, hubungan
patron-klien menjadi faktor utama kemiskinan struktural nelayan
kecil (Adawiyah et al., 2021).

Keterbatasan modal nelayan memberikan efek struktural yang
banyak dan luas. Salah satu dampak tersebut adalah buruknya
kesehatan nelayan dan keluarganya, seperti gizi buruk, kelaparan,
kekurangan energi kronis, dan morbiditas yang berujung pada
kemiskinan laten. Hal tersebut menjadi salah satu contoh mata rantai
kemiskinan nelayan.

Minimnya kepemilikan modal juga menjadikan nelayan tidak
cukup mampu untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki
(Retnowati et al., 2014). Kompetensi rendah yang dimiliki nelayan
tersebut mulai dari rendahnya kemampuan merencanakan usaha,
rendahnya kesadaran akan keselamatan saat melaut, hingga minimnya
keterampilan lain selain melaut (Muflikhati et al., 2009). Oleh karena
itu, koperasi dapat menjadi media dalam meningkatkan keterampilan
nelayan, pembuatan pekerjaan, dan usaha alternatif bagi masyarakat
pesisir (Ferine et al., 2017; Sirojuzilam & Muda, 2017). Program
peningkatan keterampilan yang dilakukan secara mandiri oleh
nelayan tidak akan memberatkan mereka dikarenakan dilakukan
secara gotong-royong.

Dengan adanya koperasi, permasalahan modal tersebut perlahan
dapat tertangani. Koperasi dapat menjalankan simpan pinjam
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untuk pendanaan perseorangan dan pengadaan sarana yang dapat
digunakan secara kolektif. Koperasi dapat membantu permodalan
kepada kelompok-kelompok nelayan untuk mengadakan kapal yang
lebih besar sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.

C. Koperasi dan Krisis Iklim

Selain keterbatasan modal dan rendahnya keterampilan, nelayan
juga dihadapi oleh tantangan lain berupa krisis iklim. Krisis iklim
tidak hanya menjadikan nelayan kesulitan dalam melaut, tetapi juga
mengurai kuantitas ikan. Peningkatan senyawa hidrogen berakibat
pada penurunan tingkat keasaman air laut. Bertambahnya kadar
karbon dioksida dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon di
atmosfer. Lapisan ozon berfungsi sebagai lapisan absorpsi gelombang
pendek radiasi matahari. Hal ini berujung pada penyinaran radiasi
matahari yang datang langsung menuju permukaan dan menyebabkan
adanya peningkatan suhu permukaan air laut (Turkington et al., 2018).
Kondisi perubahan suhu air laut mengakibatkan terjadi perpindahan
ikan menuju ke arah kutub (daerah lebih dingin) atau ke tempat yang
lebih dalam, yaitu tempat temperatur lingkungan tidak jauh berbeda
terhadap temperatur optimal dari spesies ikan tersebut (Nye et al.,
2009; Perry et al., 2005; Pinsky et al., 2013).

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) tahun 2022, krisis iklim dilaporkan akan memperparah
peningkatan suhu air laut dan memaksa ikan berpindah dari wilayah
tropis ke subtropis sehingga mengurangi pendapatan Indonesia dari
penangkapan ikan sebesar 24%. Perubahan iklim dan pengasaman laut
meningkat cepat yang melingkupi penangkapan berlebihan, masuknya
spesies baru dalam perairan, degradasi lingkungan, kelebihan nutrien
dalam perairan, dan polusi.

Pada 2019 telah terjadi peningkatan curah hujan kurang lebih
2,5 mm/hari, peningkatan tinggi gelombang ekstrem lebih dari 1,5
meter, peningkatan suhu 0,45°C-0,75°C , dan permukaan laut yang
meningkat dari 0,8-1,2 cm/tahun. Atas kondisi tersebut, sektor
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kelautan dan pesisir terdampak berbagai hal merugikan seperti
perubahan suplai sedimen sehingga mengurangi daya jelajah kapal
nelayan kecil yang berbobot < 20GT dan membahayakan keselamatan
pelayaran (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Kajian Ocean Health Index (OHI) pada tahun 2020 menjelaskan
bahwa Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 221 negara
berdasarkan tingkat kesehatan lautnya dengan skor 65 dari skala 100.
Skor tersebut berada cukup jauh di bawah rata-rata dunia, yaitu 71.
Berdasarkan kajian yang sama, kondisi lebih buruk dibandingkan
tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (Clawson & Frazier, 2020). Skor
yang rendah tersebut sangat memperihatinkan apabila dibandingkan
dengan potensi pendapatan negara dari sumber daya kelautan
Indonesia.

Nelayan belum dapat menghadapi krisis iklim tersebut dengan
baik dikarenakan permasalahan mendasar yang dialami, yakni
minimnya modal. Pada negara maju, perubahan iklim tersebut
disiasati dengan penyesuaian alat tangkap dan alat penyimpanan
hasil tangkapan. Alat penyimpanan hasil tangkapan penting dimiliki
mengingat musim-musim sulit melaut. Selain itu, alat penyimpanan
juga bermanfaat untuk memberikan daya tawar nelayan kecil kepada
pengepul ikan yang sering memonopoli harga tangkapan. Melalui
koperasi nelayan dapat menghadapi krisis iklim dengan lebih baik
melalui pengadaan alat penangkapan kolektif dan alat penyimpanan
hasil tangkapan yang sesuai.

D. Koperasi, Blue Economy, Teknologi Tepat Guna,
dan Efek Pengganda

Selain dapat menangani permasalahan keterbatasan modal,
meningkatkan keterampilan nelayan dan menjadi solusi nelayan
dalam menghadapi krisis iklim, koperasi juga berperan dalam
mewujudkan blue economy. Prinsip blue economy ditujukan untuk
menghasilkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dengan
menjamin kelestarian sumber daya. Blue economy terdiri dari tiga pilar
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utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Blue economy bertumpu
pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna
mencapai pembangunan nasional (Pauli, 2010). Blue economy pada
dasarnya menekankan pada inovasi dan kreativitas untuk mengolah
bahan baku menjadi produk tanpa menyisakan limbah (zero-waste).

Untuk menghasilkan output yang sama, usaha dengan teknologi
tradisional memerlukan input yang jauh lebih besar daripada
usaha dengan teknologi maju sehingga teknologi tradisional akan
menghasilkan limbah yang sangat besar (Departemen Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia [DKP RI], 2006). Koperasi dapat
memberi posisi tawar nelayan kecil untuk mengurangi limbah dari
usaha yang dihasilkan dengan menggunakan aset kolektif (Rivera et
al., 2017).

Selain pemanfaatan teknologi, untuk mencapai blue economy
adalah dengan budaya melaut nelayan yang baik. Dengan banyaknya
nelayan kecil di Indonesia, nelayan kecil menjadi aktor utama dalam
menyukseskan blue economy. Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia (KNTI) dalam Outlook KNTI 2023, nelayan dan
pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia memiliki
kontribusi mencapai 80% dari total produk perikanan (KNTI, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir
adalah rendahnya tingkat pengetahuan nelayan tentang pentingnya
menjaga lingkungan (Primyastanto et al., 2010). Berdasarkan hal
tersebut, pengedukasian masyarakat untuk menjaga kelestarian
lingkungan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, koperasi dapat
berperan dalam peningkatan pengetahuan, pengadaan alat tangkap
kolektif, hingga pengadaan teknologi pengolahan hasil tangkapan
yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Selain permasalahan utama berupa rendahnya modal, nelayan
juga memiliki permasalahan untuk mencapai kesejahteraan berupa
buruknya lingkungan sosial (Acheson, 1981). Permasalahan
lingkungan sosial tersebut memengaruhi baik keputusan individu,
rumah tangga, maupun kolektif. Banyak dari nelayan kecil yang
enggan membentuk koperasi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
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Kepulauan Bangka Belitung [DKP Babel], 2018). Berdasarkan uraian
tersebut, penelitian ini mengkaji tingkat penerimaan dan peluang
pendirian koperasi nelayan.

Nilai tersebut digali pada desa-desa nelayan. Hal tersebut
dikarenakan secara umum desa-desa tersebut memiliki sumber daya
ekonomi berupa dana desa untuk mewujudkan konsep tersebut. Kajian
ini penting untuk dilakukan mengingat besarnya jumlah nelayan dan
kontribusinya bagi perekonomian. Jumlah nelayan kecil di Indonesia
pada tahun 2022 adalah 2,22 juta jiwa atau sekitar 90% dari total
armada perikanan (KKP, 2022).

E. Tantangan Pendirian Koperasi Nelayan: Tinjauan
Etnografi

Ada beberapa aspek kehidupan yang menjadi indikator tantangan
dalam proses pendirian koperasi nelayan, di antaranya tingkat
pendidikan, minat usaha dan perilaku ekonomi, masalah keluarga,
suku dan budaya, strata sosial, dan jumlah populasi nelayan.

1. Pendidikan Nelayan

Dalam pendirian dan pengelolaan koperasi yang maksimal, diperlukan
pengetahuan pengelolaan keuangan yang memadai, kesadaran akan
semangat gotong royong bagi pengurus dan anggota. Pengetahuan
pengelolaan keuangan tersebut meliputi pengetahuan perencanaan
keuangan, pengetahuan pengeluaran-pemasukan, pengetahuan uang
dan aset, serta masih banyak lagi. Tanpa dukungan sumber daya
manusia yang andal, kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan
baik meskipun didukung oleh sarana, prasarana, bahkan sumber dana
yang berlebihan (Taremwa & Lopoyetum, 2015).

Dalam konteks koperasi nelayan, informan X menjelaskan
rendahnya pendidikan dan pengetahuan nelayan tentang pengelolaan
keuangan merupakan tantangan utama pendirian koperasi,
sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut.
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“Desa-desa nelayan Kabupaten X membangun usaha dari dana
desanya serupa dengan mayoritas desa lain, yakni usaha yang
berwujud fisik seperti usaha ritail, menyewakan ruko, dan
sejenisnya. Walau kadang usaha-usaha tersebut tidak sesuai
dengan potensi dari desa tersebut. Bahkan sering kali usaha
tersebut menjadi bahan konflik. Hal tersebut dikarenakan
preferensi masyarakat dan kepala desa. Preferensi tersebut akibat
dari rendahnya pendidikan sehingga tidak cukup mampu untuk
memciptakan program pemberdayaan berkelanjutan.”

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian Imron
(2011) yang menjelaskan bahwa, selain miskin, nelayan juga dinilai
sebagai masyarakat tidak pintar, tidak efisien dalam bekerja, lemah,
hingga tidak mampu merencanakan masa depannya. Hal tersebut
menggambarkan bahwa buruknya kondisi nelayan tidak jauh berubah
dari beberapa dekade lalu. Salah satu penyebab utama dari kondisi
tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan nelayan. Temuan
tersebut menjadi penegas pernyataan Menteri Desa PT'T Abdul Halim
bahwa banyak usaha milik desa yang menjadi potensi konflik karena
jenisnya bertentangan dengan potensi desa, bahkan mata pencaharian
beberapa warga desa, seperti usaha toko klontong (Media Indonesia,
2022). Informan X menjelaskan,

“Bahwa rendahnya pendidikan tersebut berdampak pada kapasitas
dalam pengelolaan usaha. Usaha seperti koperasi simpan pinjam
merupakan unit usaha dengan tingkat kesulitan pengelolaan
yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kemampuan
yang harus dikuasai mulai dari keuangan, pendekatan personal,
menejemen SDM, menejemen risiko dan lain sebagainya’”.

Temuan tersebut didukung data dari Direktorat Sekolah Dasar
(DITPSD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
yang menunjukkan 80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan
di bawah tingkat SMP (Doaly, 2023). Keluarga dengan ekonomi rendah
ditambah rendahnya pendidikan yang dimiliki, akan menjadikannya
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kesulitan dalam membuat perencanaan keuangan (Yohnson, 2004).
Selain itu, informan X juga menjelaskan,

“Rendahnya pendidikan dan ekonomi berpotensi menyebabkan
penyimpangan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola”

2. Preferensi Usaha dan Perilaku Ekonomi Individu

Tantangan lain dalam pembentukan koperasi nelayan adalah perilaku
ekonomi nelayan seperti yang dijelaskan informan X berikut.

“Dalam interaksi ekonomi sosial, nelayan lebih suka melakukan
kegiatan usaha secara perseorangan dengan keluarga inti mereka
dibanding dengan membentuk usaha secara kolektit.”

Pendapatan nelayan yang relatif rendah membuat nelayan tidak
bisa bergantung dari pekerjaan di sektor kelautan (Damayanti, 2018).
Dalam ekonomi keluarga, istri nelayan juga berperan dalam mencari
nafkah. Hal tersebut serupa dengan penelitian Kurniawati (2017) yang
menyatakan bahwa peran istri dalam perekonomian rumah tangga
perikanan cukup besar. Salah satu bentuk strategi adaptasi yang
dilakukan oleh nelayan untuk mengatasi kesulitan ekonomi seperti
pada saat pandemi adalah mendorong istri mereka untuk ikut mencari
nafkah (Helmi & Satria, 2012). Melanjutkan topik preferensi usaha,
informan X menjelaskan bahwa,

“Istri nelayan tidak hanya memiliki peran sebagai pihak yang
membantu mencari nafkah keluarga. Mereka juga memiliki
pengaruh besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga
mereka. Jika dirunut besarnya peran dalam pengambilan keputusan
itu karena mereka sering kali menghasilkan pendapatan yang lebih
tinggi, terutama di musim sulit melaut”

Istri yang awalnya hanya bekerja di sektor domestik (mengurus
rumah tangga dan merawat anak) harus membantu suami bekerja di
sektor publik. Temuan tersebut serupa dengan penelitian Sabarisman
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(2017) yang menjelaskan kuatnya peran istri nelayan, baik dalam
aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Hal tersebut
merupakan salah satu ciri sosial nelayan yang menjadikannya berbeda
dengan kelompok ekonomi lemah lainnya. Dengan demikian, pihak
yang terbebani serta bertanggung jawab lebih dalam menanggulangi
kerentanan ekonomi serta melindungi kelangsungan hidup rumah
tangga adalah perempuan (Kusnadi, 2015).

Selanjutnya, menyambung topik perilaku ekonomi, informan X
menyampaikan,

“Faktor nelayan lebih memilih usaha dengan tingkat kepastian yang
tinggi adalah karena nelayan kecil selama ini tidak mendapatkan
kepastian pendapatan dari kegiatan melaut. Usaha selain melaut
tersebut seperti berjualan makanan dan minuman di pinggir
pantai, menjual BBM eceran”

Hal tersebut serupa dengan penelitian (Acheson, 1981; Nadjib, 2013)
yang menjelaskan bahwa nelayan tidak pernah memiliki gambaran
tentang pendapatan yang akan diperolehnya. Bagi nelayan, hasil usaha
penangkapan ikan sangat fluktuatif dan spekulatif. Masyarakat nelayan
memiliki karakteristik kehidupan berbeda karena pola kehidupan di
laut yang sangat berisiko dan tidak pernah dihadapi oleh masyarakat
lain (Rahim et al., 2018). Menghadapi kondisi seperti ini, nelayan
memiliki kecenderungan mengembangkan pola adaptasi yang khas,
tidak umum, dan sering tidak dipahami oleh masyarakat di luar
komunitas nelayan (Imron, 2011; Nadjib, 2013).

Informasi tentang dampak turunan dari pendidikan selain
preferensi usaha adalah perilaku ekonomi nelayan seperti yang
dijelaskan informan X sebagai berikut:

“Terkait kontek budaya, kendati secara personal nelayan memiliki
etos kerja tinggi namun dilain sisi cendrung boros. Etos kerja yang
tinggi itu tercermin dari kegiatan melaut dan usaha sampingan
yang dilakukan keluarga nelayan kecil”
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Temuan tersebut serupa dengan temuan Nadjib (2013), yaitu bahwa
mayoritas nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling miskin
meskipun rata-rata mereka memiliki etos kerja tinggi. Hal tersebut
dikarenakan sifat dan karakter nelayan yang konsumtif dan sering
berfoya-foya. Sikap boros dan foya-foya tersebut menjadi salah satu
faktor utama dari kesukaran usaha kolektif untuk berhasil. Selain
itu, hasil tersebut mendukung penelitian Suhartanti (2022) yang
menjelaskan bahwa alasan nelayan mempertahankan gaya hidup
konsumtif adalah karena gengsi. Rasa gengsi tersebut lebih besar
pada nelayan juragan karena rasa iri dengan juragan lainnya. Gengsi
tersebut menciptakan struktur sosial yang khas.

Tingginya kapasitas ketua Forum Kepala Desa dalam memetakan
masalah masyarakat dan pandangan pembangunan berkelanjutan
terlihat dalam penjelasannya,

“Jika nelayan kecil hanya mengandalkan usaha jualan makanan
minuman ringan dan terjadi pembiaran eksploitasi alam untuk
kepentingan wisata bahari secara berlebihan maka tidak akan
tercapai pembangunan berkelanjutan”

Pernyataan tersebut mendukung penelitian Denia et al. (2018) dan
Nawawi (2013) yang menerangkan bahwa banyak masyarakat pesisir
yang justru harus menerima dan menanggung dampak negatif dari
turisme massal yang bergantung pada wisata bahari.

3. Konflik Keluarga

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, akibat rendahnya hasil
tangkapan, istri nelayan juga, mencari nafkah. Kondisi demikian
menjadikan istri telah memiliki proporsi peran yang sama dengan
suami dalam kegiatan produksi atau bahkan lebih dominan. Kendati
hal tersebut menjadikan tidak adanya lagi sistem patriaki, bukan
berarti selalu baik karena menimbulkan ketidaksetaraan. Kondisi
tersebut juga dijelaskan oleh informan X,
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“Kemiskinan ini seperti mata rantai. Karena akses kepengelolaan
sumber daya sangat terbatas maka nelayan menjadi miskin.
Karena miskin istri-istri nelayan ikut mencari natkah. Kadang
penghasilannya bisa lebih dari suami. Itu yang buat konflik di
rumah tangga mereka. Itu yang buat tidak kondusif. Dari kondisi
tidak kondusif tersebut membuat perilaku ekonomi mereka tidak
baik. Begitu seterusnya”

Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dari dominasi keduanya dalam
pengambilan keputusan, bahkan menurut Purwoko et al. (2011),
tidak jarang kondisi ini menyebabkan kekerasan rumah tangga.
Ketidaksetaraan tersebut tidak hanya membentuk budaya yang
tidak kondusif di internal rumah tangga nelayan, tetapi juga pada
pola interaksi sosial secara umum. Dalam konteks pembetukan aksi
kolektif, konflik domestik rumah tangga tersebut dapat menjalar
kepada pengelolaan aksi kolektif. Secara umum, hal tersebut
menyebabkan masyarakat pesisir memiliki karakter yang tegas, keras,
dan terbuka (Sabian, 2007).

Pola hidup nelayan yang tergantung dengan alam menjadikannya
masyarakat dengan sifatnya yang keras (Bengen, 2001). Penelitian ini
menambah pandangan tentang kerasnya perwatakan nelayan. Kerasnya
perwatakan nelayan tidak hanya didasari oleh ketergantungan dengan
alam, tetapi juga penggabungan antara perebutan akses sumber daya
ekonomi yang menyebabkan harus keras. Selain itu, temuan ini juga
memperkuat penelitian Sabarisman (2017) yang menjelaskan salah
satu peran teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan adalah pola
penangkapan yang sangat tradisional dan diperkuat oleh karakteristik
sosial budaya yang tidak kondusif.

4. Suku dan Budaya

Dalam aspek budaya dan suku, informan X menjelaskan bahwa,

“Rendahnya pendidikan diperkuat oleh perbedaan suku yang
meningkatkan potensi konflik horizontal antar nelayan. Perbedaan
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suku pada banyak desa nelayan menjadi faktor terjadinya konflik.
Banyak desa nelayan yang terdapat lebih dari 1 (satu) suku. Suku
lainnya tersebut adalah nelayan yang berimigrasi dari wilayahnya.
Perbedaan suku tersebut juga membawa perbedaan pola pikir,
kebiasaan, pola komunikasi”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa masyarakat
dengan tingkatan paling plural di dunia nomor empat adalah
Indonesia (Ashmarita, 2020). Struktur masyarakat pesisir yang sangat
plural membentuk sebuah sistem dan nilai budaya dari akulturasi
budaya masing-masing komponen masyarakat (Yusnita et al., 2015).
Tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia merupakan
lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk. Masyarakat yang
menjemuk tersebut menciptakan heterogenitas yang artinya masing-
masing sub-kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang sangat
berbeda satu dari yang lainnya (Kusumohamidjojo, 2000).

Temuan potensi konflik sosial tersebut serupa dengan penelitian
(Charles, 1992) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuh
tipologi konflik adalah konflik primordial (perasaan kesukuan yang
berlebihan). Secara lengkap, tujuh tipologi konflik berdasarkan faktor
penyebabnya adalah

1) konflik pengelolaan sumber daya,
2) konflik kepemilikan sumber daya,
3) konflik kelas,

4) konflik lingkungan,

5) konflik cara produksi,

6) konflik primordial, dan

7) konflik usaha.

Keberagaman status sosial dan pluralisme budaya tersebut juga
berdampak terhadap pola pembiayaan nelayan kepada lembaga
keuangan. Beragamnya kebutuhan yang dimiliki para nelayan, baik
nelayan buruh, nelayan kecil, hingga nelayan juragan, menjadikan
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nelayan tidak melakukan pengajuan pembiayaan secara kolektif, tetapi
cenderung individualistis (Ramadhan et al., 2022).

Hubungan antara sifat individualistis nelayan dan potensi
konflik juga dijelaskan oleh Zulfa & Susanti (2023) bahwa dalam hal
pekerjaan, sifat individu nelayan lebih dominan. Nelayan berusaha
masing-masing tanpa saling bantu dan mereka percaya bahwa hasil
kerja tergantung pada usaha dan kekuatannya sendiri. Selain itu,
adanya sikap individualisme tersebut dianggap dapat meminimalisasi
konflik yang terjadi antarnelayan.

Pergeseran budaya tersebut telah dinilai dan dijelaskan lebih
dari dua dekade lalu. Satria (2001) berpendapat bahwa secara sosial-
budaya, masyarakat pesisir awalnya dibangun atas paduan antara
budaya kelautan, pantai, dan berorientasi pasar. Namun, tradisi
ini berubah menjadi budaya dan sikap hidup yang inklusivistik,
kosmopolitan, outward looking, egaliter, entrepreneurship, dinamis,
dan pluralistis.

Untuk itu, secara umum struktur masyarakat Indonesia ditandai
oleh heterogenitas etnik dan keunikan, unik karena diwarnai
pluralitas nilai-nilai budaya lokal yang majemuk. Secara horizontal,
kondisi tersebut ditandai kenyataan adanya kesatuan-kesatuan
sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat,
dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia
ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan-lapisan atas
dan lapisan bawah (Rosita, 2021).

5. Penokohan dan Strata Sosial Masyarakat

Faktor lainnya dalam memengaruhi pola interaksi antar masyarakat

adalah strata sosial di masyarakat. Satria (2002) membagi stratifikasi

sosial menjadi tiga jenis, yaitu

1) stratifikasi karena perbedaan status politik, seperti perbedaan
gelar kehormatan, kedudukan, dan jabatan;

2) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan; dan
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3) strafikasi karena status ekonomi. Pola interaksi berdasarkan strata
sosial tersebut diungkapkan oleh informan X,

“Strata sosial di Provinsi A sangatlah kuat. Hal tersebut
memengaruhi pola interaksi dari masyarakat. Terdapat penokohan
yang kental di masyarakat. Karena penokohan yang kental tersebut
menjadikan pejabat pemerintahan supra desa jauh lebih didengar
dibandingkan pemerintah desa”

Pernyataan tersebut seperupa dengan penelitian Rasmianto (2009)
yang menjelaskan strata sosial yang sangat kuat dan memberikan
pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, dari strata inilah
muncul kelompok-kelompok yang dihargai, dihormati, dan disegani.
Lebih terperinci lagi, informan X menjelaskan dasar dari penokohan
tersebut.

“Penokohan terjadi dikarenakan pandangan nelayan kecil yang
menganggap pemerintahan supradesa lebih tinggi stratanya.
Strata sosial yang disematkan nelayan kepada pemerintah supra
desa tidak hanya pada stratifikasi perbedaan status politik seperti
jabatan namun juga pada kemapanan ekonomi pemerintah supra
desa tersebut. Hal ini dikarenakan kemiskinan laten nelayan kecil”

Dalam konteks pengembangan sosial, kondisi ini harus
dimanfaatkan oleh pemerintah supradesa untuk memberikan contoh
yang baik kepada masyarakat. Penokohan tersebut juga terjadi pada
tingkat internal desa. Penokohan nelayan pada internal desa sedikit
berbeda dari penokohan masyarakat nelayan terhadap pemerintah
supradesa. Perbedaan tersebut terletak pada hal yang mendasari
penokohan. Pada internal desa, salah satu dasar penokohan adalah
aset dan usia. Hal tersebut menjadi tantangan pembentukan koperasi
nelayan seperti yang disampaikan oleh informan X,

“Hal tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dari
pembentukan koperasi nelayan terintegrasi adalah penokohan
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yang tidak berdasarkan dengan kapasitas analisis kelayakan usaha
dan menejerial usaha”

Temuan tersebut serupa dengan penelitian Suarjaya (2021) yang
menjelaskan bahwa hanya beberapa masyakarat yang aktif dalam
pengajuan gagasan pembangunan di desa biasanya. Masyarakat
tersebut adalah masyarakat yang dituakan karena faktor usia dan
dianggap mampu mengajukan usulan tanpa mempertimbangkan
kajian tertentu.

6. Berkurangnya Jumlah Nelayan

Seluruh tantangan yang dihadapi nelayan tersebut menjadikan
kemiskinan nelayan adalah kemiskinan struktural. Hal tersebut
dijelaskan oleh informan X pada sesi akhir wawancara bahwa,

“Jumlah nelayan menurun. Secara umum masyarakat yang
berprofesi sebagai nelayan adalah keturunan dari keluarga nelayan
juga. Sangat jarang dijumpai masyarkat yang berprofesi nelayan
kecil tidak dari keturunan nelayan. Keterbatasan modal ditambah
rendahnya pendidikan dan perilaku ekonomi (boros) merupakan
faktor-faktor utama dari kondisi tersebut”

Temuan tersebut serupa dengan penelitian Andriati (2016) dan
Manggopa et al. (2022) yang menjelaskan rendahnya minat keturunan
nelayan untuk menekuni profesi yang serupa dengan orang tuanya.
Penyebab utama dari rendahnya minat tersebut adalah rendahnya
pendapatan yang diperoleh serta risiko keselamatan.

F. Rekayasa Sosial Nelayan Melalui Pemberdayaan
secara Formal dan Nonformal

Dari paparan sebelumnya, kemiskinan nelayan di Indonesia
disebabkan permasalahan struktural dan juga kultural. Temuan
tersebut memperkuat penelitian Suharto (2009) yang menjelaskan
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bahwa kemiskinan masyarakat nelayan disebabkan oleh tiga hal,
yaitu (1) kemiskinan kultural; (2) kemiskinan struktural; dan (3)
kemiskinan super-struktural. Selain itu, temuan tersebut juga
memperkuat penelitian dua dekade lalu (Rahardjo, 1999) yang
menyatakan bahwa kemiskinan pada masyarakat pesisir merupakan
kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural adalah kondisi tidak sejahtera yang
dialami oleh masyarakat karena struktur sosial (Suyanto, 2013).
Contoh penyebab kemiskinan struktural adalah seorang nelayan tidak
memiliki alat tangkap yang memadai, sedangkan kemiskinan kultural
adalah kondisi tidak sejahtera yang disebabkan kebiasaan, budaya,
dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contoh dari kemiskinan
kultural adalah boros, malas, lemahnya etos kerja, dan sebagainya.
Hakim (2019) menjelaskan, kemiskinan kultural bagi nelayan kecil
ditelusuri melalui sifat yang lazim disebut fatalisme atau pasrah pada
nasib, boros, dan sifat ketergantungan.

Sangat disadari bahwa permasalahan nelayan di Indonesia
sangatlah kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah kondisi
keuangan yang berdampak pada pola interaksi masyarakat. Kondisi
keuangan tersebut besar dipengaruhi oleh pola pikir dan gaya hidup
nelayan pada saat mendapat keuntungan besar. Modal sosial nelayan
tersebut belum cukup mendukung prinsip-prinsip koperasi seperti
nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Oleh karena itu,
untuk mengatasi kemiskinan, nelayan harus berdasarkan program
pengembangan kapasitas masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat
yang melibatkan multisektor (Ratnawati & Sutopo, 2014).

Program pemberdayaan nelayan yang umumnya dilakukan
pemerintah adalah bantuan alat tangkap. Program pemerintah ini
belum maksimal dalam menggerakkan perubahan sosial dan struktur
ekonomi masyarakat yang mengarah ke arah yang lebih produktif.
Dukungan pemerintah berupa kebijakan ekonomi berkelanjutan
diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Kadfak &
Linke, 2021). Upaya pengentasan kemiskinan harus mengedepankan
program-program yang berpihak dan memberdayakan masyarakat
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melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
Salah satu upaya dalam memutus mata rantai kemiskinan tersebut
adalah dengan melakukan rekayasa sosial.

Rekayasa sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan
untuk membentuk suatu kondisi sosial (Alimah et al., 2019).
Pemerintah sebagai agen perubahan sosial yang direncanakan
mengimplementasikannya dalam bentuk program pemerintah dan
intervensi langsung. Pemerintah berkewajiban melakukan rekayasa
sosial sebagai upaya penataan dan pembangunan, seperti penanaman
pemahaman pengelolaan keuangan, budaya bahari, penyiapan berbagai
infrastruktur penunjang, pelatihan, dan melakukan transmigrasi
terencana agar tercipta perubahan sosial yang diharapkan (Kamim
et al,, 2018). Perubahan sosial adalah perubahan hubungan sosial,
pola perilaku, kelembagaan, dan struktur sosial. Salah satu bentuk
rekayasa sosial tersebut adalah pemberdayaan.

Terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu
penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan (Kamim et al.,
2018). Lebih detail lagi Notoadmojo (2003) menjelaskan terdapat
tiga proses pembentukan kesadaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan
perilaku. Proses penyadaran masyarakat oleh pemerintah dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan akan memengaruhi
kekuatan jejaring sosial dan akses ke informasi. Pada skala mikro,
pemerintah dapat membuat pendampingan-pendampingan
untuk meningkatkan literasi keuangan dan orientasi penggunaan
pendapatan. Setelah masyarakat nelayan memiliki kesadaran yang
baik dan mampu mengimplementasikannya, peningkatan kapasitas
dan pendayaan dapat dilakukan melalui koperasi.

1. Rekayasa Sosial melalui Pendamping Desa (Formal)

Berbagai program pemberdayaan nelayan telah dilakukan, seperti
1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri,

2) Program Keluarga Harapan (PKH),
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3) program pemerintah lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan
akses masyarakat miskin terhadap sumber modal usaha mikro
dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan
lain-lain, dan

4) pembentukan pendamping desa (Shalfiah, 2013). Namun, fakta
lapangan menunjukkan bahwa program-program tersebut belum
berjalan dengan maksimal (Soeprijadi et al., 2013).

Kegagalan program pemberdayaan nelayan disebabkan oleh
beberapa hal berikut.

1) Solusi cenderung berbentuk satu arah dari pemerintah dan kajian
para pakar, tetapi kurang melibatkan partisipasi masyarakat.

2) Solusi belum cukup menjangkau akar permasalahan.

3) Solusi yang ditawarkan cenderung meminimalisasi aneka variasi
yang muncul di lapangan.

4) Hasil yang diinginkan sering berupa improvement dan bukan
innovation.

5) Program pemberdayaan sering kali berubah sewaktu-waktu.

6) Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan cenderung
High Modernism (Fajri et al., 2021).

Kendati program-program tersebut berlum menunjukkan hasil
yang maksimal, bukan berarti program tersebut harus ditinggalkan.
Salah satu program yang telah berjalan cukup lama adalah program
pendamping desa. Pendamping desa menjadi bagian integral dari
kebijakan desentralisasi sehingga peran pendamping desa sangat
krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
Pendamping desa bertugas sebagai penghubung pemerintah dengan
masyarakat, menjadi fasilitator musyawarah desa, hingga melakukan
penguatan organisasi warga. Selain itu, pendamping desa berperan
sebagai fasilitator pembangunan partisipatif, merajut jejaring dan
kerja sama desa. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya
pemberdayaan nelayan dengan mengoptimalkan pendamping desa.
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Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya
kinerja pendamping desa adalah rasionya masih belum ideal. Rasio
antara jumlah pendamping desa dengan desa harusnya 1:1. Saat
ini rasionya adalah 3 hingga 4 desa per pendamping desa. Kondisi
tersebut ditambah dengan honor yang sangat terbatas. Rasio tersebut
yang menjadi faktor utama belum optimalnya peran pendamping
desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi [Kemendesa], 2023). Oleh karena itu, pendamping desa
selain ditingkatkan kualitasnya juga harus ditambah kuantitasnya agar
menciptakan rasio yang baik.

2. Rekayasa Sosial Melalui Pengedukasian di Festival
Masyarakat (Nonformal)

Masalah kemiskinan nelayan bersifat multidimensional sehingga
untuk mengatasinya diperlukan solusi yang komprehensif dan bukan
solusi parsial (Hidayati & Sholichah, 2011). Strategi pemberdayaan
ekonomi nelayan harus mencakup kemampuan individu, kemampuan
pengambilan keputusan ekonomi, akses dan kontrol atas sumber daya,
dan kemampuan organisasi. (Alami & Raharjo, 2017). Pengedukasian
dan pemberdayaan nelayan harus didasari oleh kearifan lokal. Seperti
yang disampaikan sebelumnya, dalam masyarakat nelayan, strata
sosial sangat kental dan membentuk suatu pola interaksi.

Masyarakat nelayan rutin melakukan kegiatan ritual secara
kolektif (upacara kepercayaan). Maifianti & Raidayani (2021)
menyebutkan beberapa contoh dari ritual yang dilakukan secara
kolektif, antara lain, adalah ritual slametan di Surabaya (Handayani,
2018), upacara ritual sekaten (Nurdiarti, 2017), komunikasi ritual
dalam tarian seblang Banyuwangi (Prihastuti & Laturrakhmi, 2017),
ruwatan di masyarakat Jawa (Yanti, 2013), masquerades di Afrika
(Ajala, 2011), ritual seblang oleh orang Using (Saputra, 2014), sedekah
laut Kepulauan Seribu (Setiawati,2019), ritual tumpek wariga di Bali
(Sudarsana, 2017), dan ritual tolak bala (Hasbullah et al., 2017).
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Upacara ritual tersebut sering kali tidak hanya konsumsi bagi
masyarakat wilayah, tetapi juga menjadi kegiatan untuk masyarakat
umum dalam bentuk festival. Festival tersebut sering kali merupakan
hasil kerja sama perangkat desa dan pemerintah daerah sebagai
program pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Pada
saat kegiatan festival tersebut, pejabat daerah biasanya diundang
untuk memberikan sambutan. Sambutan pada festival tersebut dapat
menjadi momentum pengedukasian oleh pemerintah supradesa
kepada peserta festival (masyarakat nelayan).

Selain melalui pemerintah supradesa, pengedukasian masyarakat
nelayan dapat dilakukan dengan merevitalisasi peran kiai pada ritual
tolak bala. Dalam ritual petik laut, kiai dan dalang berperan sebagai
tokoh kunci dan mampu mendekati objek persembahan (Ainiyah,
2017). Pemerintah dapat bekerjasama dengan para kiai untuk
menciptakan ceramah-ceramah yang ditujukan untuk menciptakan
perilaku yang diharapkan. Kegiatan upacara ritual tersebut dapat
menjadi waktu yang tepat dalam pengedukasian dikarenakan saat
itu tidak ada sekat antara nelayan kecil dengan nelayan pemodal
(juragan) (Anwar, 2013).

Dengan pengedukasian yang masif, lambat laun budaya yang
diinginkan akan tercipta. Dasar yang menciptakan kegiatan tanpa
sekat strata adalah karena setiap individu baik nelayan pemodal
maupun nelayan buruh memiliki kesamaan kekhawatiran tentang
risiko melaut. Seperti yang disampaikan oleh Durkheim (2008), ritual
upacara membawa perubahan baik emosional (batin) maupun praktik
(fisik) dalam kehidupan individu maupun kelompok.

G. Pemberdayaan dan Kebijakan Ekonomi
Indonesia

Program pemberdayaan nelayan merupakan kebijakan strategis yang
harus terus dilakukan dan dievaluasi. Pemberdayaan tidak akan
berjalan maksimal tanpa adanya dukungan kebijakan keuangan fiskal
dan moneter yang baik. Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia
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belum dapat menjadikan konsumsi masyarakat Indonesia pada taraf
konsumsi yang produktif (Jati, 2015). Besarnya angka konsumsi tanpa
diimbangi produktivitas dan ditambah ketergantungan masyarakat
yang tinggi terhadap subsidi negara berdampak terhadap melemahnya
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus
menciptakan kebijakan fiskal yang mampu menjadikan konsumsi
masyarakat pada taraf produktif.

Selanjutnya, pemerintah harus menciptakan kebijakan moneter
yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah
kebijakan dari bank sentral terkait kontrol jumlah moneter untuk
menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter adalah pengelolaan
uang dan tingkat bunga untuk memengaruhi variabel ekonomi
yang penting bagi kesejahteraan ekonomi kita dan suatu instrumen
untuk mencapai target kebijakan. Kebijakan moneter yang baik akan
menciptakan iklim investasi yang kondusif (Akalpler & Duhok, 2018).

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga harus
memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan mencukupi
kebutuhan dan tepat penggunaannya. Hal tersebut adalah keharusan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam
jangka panjang berdampak positif terhadap pembangunan (Acarc
et al., 2016). Berbagai macam kebijakan pemerintah dari sektor
pendidikan, seperti beasiswa untuk masyarakat kurang mampu,
dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dengan tetap
menjaga kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan
berkelajutan (Bhattacharya, 2012).

Kebijakan ekonomi nasional yang baik juga akan berdampak
terhadap berkurangnya keterikatan nelayan kecil dengan patron-klien
yang memberatkan. Hal tersebut disampaikan oleh (Chalid & Manyji,
2021) yang menyampaikan bahwa dalam kegiatan elektoral pengaruh
patron (nelayan juragan) ini dimanfaatkan oleh aktor politik yang
berkontestasi memperebutkan kursi kepala daerah. Para nelayan
menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat karena menciptakan
ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan bahkan politik.
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1. Prinsip Pemberdayaan Nelayan

Berdasarkan paparan sebelumnya, pelatihan dan pemberdayaan
masyarakat nelayan baik melalui kegiatan formal maupun nonformal
harus memuat prinsip-prinsip berikut.

1) Prinsip keberlanjutan:

Sering kali program pemberdayaan yang dilakukan terjebak pada
paradigma bahwa harus tercapainya target secara nyata dalam
waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan
sering kali diabaikan dalam program pemberdayaan selama
ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma
proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Itu terjadi karena
sifat proyek tidak multiyears. Oleh karena itu, perlu dirumuskan
kembali sistem administrasi program pemberdayaan yang dapat
berjalan efektif tanpa hambatan administrasi.
2) Prinsip tujuan
Pemberdayaan harus didasari oleh tujuan yang jelas terukur.
Dalam pemberdayaan, nelayan harus diposisikan menjadi
subyek pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan tepat.
Tujuannya adalah membantu nelayan agar dapat membantu
dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan.
3) Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal

Prinsip ini didasari miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat
bahwa pengetahuan modern dianggap jauh lebih baik dan
mampu mengatasi setiap persoalan nelayan, padahal nelayan
memiliki kearifan lokal dan pengetahuan sendiri. Pengetahuan
tersebut sudah diwariskan turun-temurun. Nilai lokal itu menjadi
modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan
masyarakat nelayan. Oleh karenanya pemberdayaan nelayan
harus memenuhi prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal.

4) Prinsip ketepatan kelompok sasaran

Pihak pelaksana pemberdayaan sering kali hanya mendatangi
elite desa dikarenakan kemudahan komunikasi. Sementara itu,
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5)

H.

nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang
didatangi. Hal tersebut berdampak pada informasi yang diperoleh
menjadi bias dengan kepentingan elite nelayan tersebut. Oleh
karenanya banyak program pemberdayaan hanya menyentuh elite
nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan.

Prinsip kesetaraan gender

Besarnya keterlibatan istri-istri nelayan dalam kegiatan produktif
dan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga
memberi kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan keluarga
(Wawansyah et al., 2012). Konsep pembagian kerja seperti
ini tidak serta-merta menjadikan istri nelayan mengabaikan
kewajibannya dalam urusan domestik rumah tangga. Dengan
kata lain, peran istri menjadi ganda dalam suatu rumah tangga
(peran domestik dan reproduktif). Seiring waktu, wanita dituntut
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar sehingga
mereka juga memainkan peran sosial di masyarakat. Dalam
kondisi sosial seperti itu, sasaran pemberdayaan harus mencakup
istri-istri nelayan juga. Sering kali program pemberdayaan hanya
berfokus pada nelayan laki-laki.

Penutup

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur mensyaratkan nelayan kecil yang
menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil laut membentuk aksi

kolektif dengan bergabung dalam koperasi, asosiasi, atau korporasi.

Dalam menghadapi peraturan tersebut nelayan memiliki berbagai
macam tantangan dalam perspektif sosial mereka. Tantangan tersebut
meliputi rendahnya pendidikan, kapasitas pengelolaan organisasi,
individualisme yang berdampak pada preferensi usaha, hubungan
patron-klien yang sudah menjerat, dan lain sebagainya. Untuk
mengurai permasalahan tersebut, diperlukan pandangan holistik dan
kebijakan yang saling mendukung.
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